Menimbang

SALINAN

BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 40 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS

s

DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEDIRI,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kediri {Lembaran Daerah Kabupaien Kediri Tahun 2016
Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 147) serta sesuai dengan Nota Dinas dari Kepala
Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor
061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September
2016 Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat
Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Kediri
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nan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, maka
perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan

Kabupaten Kediri;
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bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
scita Tata Keija Dinas Dendidikan Kabupaten Kedin,
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2063
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang  Nomor 15 Tanun 2004  teniang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemnerinianan Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);
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12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indoncsia Nomor 5587) schbagaimana beberapa kali
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Repubhk Iindonesia Tahun 1554 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5121);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelviaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembeniukan Peraiuran Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
199);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
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Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri
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Kabupaten Kediri Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

- 1 .
rasdai 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

Kabupaten adalah Kabupaten Kediri.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten
Kediri.

. Bupati adalah Bupati Kediri.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten

(0))]

Kediri.

Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Disdik adalah
Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten
Kediri.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat
UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Disdik.

. Jabaian Fungsional adaiah kedudukan yang menurjukkan

tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan
tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau ketrampilan

untuk mencapai tujuan organisasi.



BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
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daerah di bidang Pendidikan dan urusan pemerintahan
daerah di bidang Kepemudaan dan Olahraga.

(2) Disdik dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di
Dawaii dan Lertanggung jawab kepada Dupail melaiui
Sekretaris Daerah.

(3) Disdik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai
tugas membantu  Bupati melaksanakan  urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang
Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.

(4) Disdik dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayai {3) menycicnggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan,
kepemudaan dan olahraga;

b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di
bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

c. pelaksanaan dibidang pendidikan, kepemudaan dan
olahraga;
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dibidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang
pendidikan, kepemudaan dan olahraga;

f. pembinaan penyelenggaraan di bidang pendidikan,
kepemudaan dan olahraga;

g. pembinaan UPTD;

1. pelaksanaan admoistrast di vidang pendidikan,
kepemudaan dan olahraga daerah;

i. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara
periodik kepada Bupati; dan

j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
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. Kepala Dinas;
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(3)

(4)

(9)

b. Sekretariat, membawahi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan; dan

MmN T A o

3. Sub Bagian Denyusunan Drogram.
c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat, Pemuda dan Olahraga membawahi :
1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Seksi Pendidikan Masyarakat; dan
3. Seksi Pemuda dan Olahraga.
d. Bidang Pendidikan Dasar, membawabhi :
1. Seksi Sekolan Dasar,
2. Seksi Sekolah Menengah Pertama; dan
3. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar.
e. Bidang Ketenagaan, membawahi :
1. Seksi Guru;
2. Seksi Tenaga Kependidikan; dan
3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir.
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Pengembangan, membawahi :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar;
2.8eksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama; dan
3. Seksi Fasilitasi dan Pengembangan.
g. UPTD; dan
1. Kelompok Jabatan Fungsionai.
Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang vang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub
Bagian yang berada di bawan dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang.



Pasal 4

Bagan Organisasi Disdik tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasal 5

(1) Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas

dalam menyusun kebijakan, mengkoordinasikan bidang-

bidang, membina, melaksanakan dan mengendalikan

administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,

ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

2] Uniuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

a.
b.

o

penyusunan rancangan kebijakan dinas;
pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang
dan UPTD;

penyusunan program dan pelaporan pengelolaan
sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan
dinas,

pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan
pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana
prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan
kelembagaan,;

pengoordinasian penyusunan rancangan peraturan
perundang-undangan bidang pendidikan, kepemudaan
dan vialiraga;

pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat,
kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan
perpustakaan;

pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
pengoordinasian penyusunan Standar Operasional
Prosedur (SOP) kegiatan dinas;

penyusunan proiii dinas; dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan dinas.
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Pasal 6
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan
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tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset,
penyelenggaraan urusan perpustakaan, informasi dan
dokumentasi, serta pengelolaan urusan administrasi
kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi
kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas
meiakukan — pengeivlaan  dan  penyiapan  bahan
pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan,
dan pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan
pelaporan keuangan, serta penyiapan bahan tanggapan
pemeriksaan.

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai
tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program
darl anggardan, pemariauarn, pengeiolaan sistem informasi,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan

anggaran.

Bagian Kedua
Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat, Pemuda dan Olahraga
rasal 7

Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan
Masyarakat, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
membantu Kepala Dinas dalam lingkup pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan belajar
mengajar; penerapan kurikulum; pembinaan dan
peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan,
seria perungkatan  kualitas  sarana  dan prasarana
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan
Masyarakat (Dikmas).
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan
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a.

penyusunan program kerja jangka pendek, menengah
dan panjang;

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
kegiatan dalam lingkup bidang Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas),
Pemuda dan Olahraga;

pendaiaan penyeienggaraarn keglatan Didang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan Olahraga;
pembinaan teknis dan peningkatan mutu
penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan
Olahraga;

penyaiuran dan pengeiviaan subsidi dan  Daniuan
bidang Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat
(Dikmas), Pemuda dan Olahraga sesuai dengan
ketentuan peraturan yang berlaku;

pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap
pemanfaatan subsidi dan bantuan yang disalurkan;
pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka peningkaian bidang Anak Usia Dini (FAUD),
Pendidikan Masyarakat (Dikmas), pemuda dan
olahraga;

penyusunan juklak penilaian hasil belajar dan evaluai
pelaksanaan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
Masyarakat (Dikmas) dan pendidikan kesetaraan;
pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi
untuk pengeloiaan Anak Usia Dini (FAUD), Pendidikan
Masyarakat (Dikmas), pemuda dan olahraga;
penyusunan laporan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas bidang;
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k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
bidang Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat
(Dikmas), pemuda dan olahraga; dan
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Usia Dini (PAUD), Pendidikan Masyarakat (Dikmas),
Pemuda Dan Olahraga.
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Pasal 8

Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
IHEpuryal lugds melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi bidang Pendidikan Anak Usia Dini dalam lingkup
pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap
kegiatan belajar mengajar; penerapan kurikulum;
pembinaan dan peningkatan mutu pendidik dan tenaga
kependidikan; serta peningkatan kualitas sarana dan
prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Kepala  Seksi Pendidikan  Masyarakat (Dikmas)
mempunyai tugas sebagian tugas dan fungsi bidang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
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Masyarsakat {Dikmas), Pemu
lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan  belajar mengajar; penerapan
kurikulum; pembinaan dan peningkatan mutu pendidik
dan tenaga kependidikan; serta peningkatan kualitas

sarana dan prasarana Dikmas.

Kepala Seksi Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas
meiaksanakan sebagian  tugas dan  fungsi  bidang
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pendidikan
Masyarakat (Dikmas), Pemuda dan Olahraga dalam
lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam
perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan dan

evaluasi kegiatan pemuda dan olahraga.
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Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Dasar
Pasal 9
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ndidikan Dasar mcmpunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam
lingkup pembinaan, pengawasan dan pengendalian
terhadap kegiatan belajar mengajar; peserta didik,
implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat 11}, Kepaia Bidang Pendidikan Dasar

menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan program kerja jangka pendek, menengah
dan panjang.

b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
kegiatan dalam lingkup pendidikan dasar;

c. penyusunan kalender pendidikan;

perigeioiaan izin pendiriar, — pembinaan dari

pengembangan kelembagaan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan;

e. perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kegiatan
kesiswaan baik akademik maupun non akademik;

f. penyusunan juklak dan juknis pengelolaan peserta
didik dan kegiatan kesiswaan;

8 pembinaan, pengawasan dan pengendaiian terhadap
kegiatan belajar mengajar dan penerapan kurikulum
pada tingkat pendidikan dasar;

h. pengendalian pelaksanaan penerimaan peserta didik
baru, dan mutasi peserta didik;

i. pelaksanaan program dan kegiatan pengembangan
kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan

satuan pendidikan dasar,

J. pendayagunaan Pengawas Sekolah dalam rangka

peningkatan mutu pendidikan dasar;
k. pengelolaan subsidi dan bantuan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan;
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1. peningkatan kapasitas dan kinerja pendidik dan tenaga
kependidikan;

m. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

pelaksanaan pendidikan dasar,

n. pelaksanaan kordinasi dengan instansi terkait dalam
rangka peningkatan mutu pendidikan dasar; dan
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Pendidikan Dasar.

Pasal 10

Kepala Seksi Sekolah Dasar mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang

Pendidikan Dasar dalam lingkup pembinaan, pengawasan

dan pcngendalian torhadap kegiatan belajar mongsjar;
implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan; kelembagaan;
penanganan subsidi dan bantuan sekolah dasar yang

terkait langsung dengan kegiatan akademik.

Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang
Fendidikan Dasar dalam ngkup pembinaan, pengawasar
dan pengendalian terhadap kegiatan belajar mengajar;
implementasi kurikulum; pembinaan dan peningkatan
mutu pendidik dan tenaga kependidikan; kelembagaan;
penanganan subsidi dan bantuan sekolah menengah

pertama yang terkait langsung dengan kegiatan akademik.

Kepala Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar mempunyai
tugas melaksanakan sebagian {ugas dan fungsi bidang
Pendidikan Dasar dalam lingkup pembinaan, pengawasan
dan pengendalian terhadap kegiatan peserta didik dalam
bidang ekstrakurikuler dan kesenian, penanganan subsidi

dan bantuan peserta didik Pendidikan Dasar.
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Bagian Keempat

Bidang Ketenagaan

Pasal 11
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melaksanakan sebagian tugas dan fungsi dinas dalam

lingkup perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengawasan

dan pengelolaan ketenagaan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), Kepala Bidang Ketenagaan menyelenggarakan

fungsi :

d.

=y

peryusunan prograrm Kerja jangka pendek, menengan
dan panjang;

penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
kegiatan bidang ketenagaan;

perencanaan formasi kebutuhan, penataan dan
penempatan, serta pembinaan pegawai;

penyiapan pengusulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji
Derkaia, 1zin cull, izin Lelajar) tugas belajar, mutasi,
pemberhentian, pensiun, Kartu Pegawai, dan ujian
dinas dan penyesuaian ijazah Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan
pengelolaan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Aparatur
Sipil Negara;

pengeioiaan dan pengusulan pemberian pengnargaan
pegawai berprestasi;

pengelolaan subsidi dan bantuan pegawai sesuai
peraturan perundang-undangan;

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan-
peraturan kepegawaian;

pengelolaan sertifikasi guru;

pengeiviaan Guru dan Tenaga Rependidikan (GTR]
Pembelajar;

pengelolaan Uji Kompetensi Guru dan Tenaga
Kependidikan (GTK);

pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan

bidang; dan
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m. pelaksanaan administrasi dan tata wusaha Bidang

Ketenagaan.

Pasal 12

Repaia Seksi Guru mempunyal {ugas melaksanakan
sebagian tugas dan fungsi bidang Ketenagaan dalam
lingkup perencanaan, pengadaan, pembinaan, pengelolaan
guru.

Kepala Seksi Tenaga Kependidikan mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang
Ketenagaan dalam lingkup perencanaan, pengadaan,
pembinaarn, pengeioiaan ienaga kependidikarn.

Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Karir
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
bidang Ketenagaan dalam lingkup pembinaan,

pengembangan dan pemberhentian pegawai.

Bagian Kelima
Bidang Sarana prasarana, Fasiitiasi dan Pengembangan
Pasal 13

Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan
Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas dan fungsi dinas dalam lingkup perencanaan,
pengadaan, pemeliharaan dan pengadministrasian sarana
dan prasarana pendidikan dasar dan pelaksanaan bantuan
Anggaran FPeridapatan dan Belargja Derah {(APBD) uniuk
pendidikan menengah, pendidikan khusus dan pendidikan
layanan khusus, dewan pendidikan dan madrasah diniyah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Bidang Sarana Prasarana, Fasilitasi dan
Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan program kerja jangka pendek, menengah

dan panjang;
b. penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kegiatan bidang;
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penyusunan  kebijakan teknis terkait dengan
perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan

pengadministrasi sarana dan prasarana pendidikan

A am

Gadbai,

pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana
pendidikan dasar;

penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana
pendidikan dasar dan pemenuhannya minimal sesuai
Standar Pelayanan Miniman (SPM);

pemantauan kondisi sarana dan prasarana pendidikan
dasar, Koordinasi perylapan dan pengadaan, disiribusi
dan pemeliharaan/ perawatan sarana dan prasarana
pendidikan dasar;

pemberian bimbingan teknis penggunaan,
pemeliharaan dan pengelolaan sarana prasarana,
fasilitasi, dan pengembangan;

pengelolaan subsidi dan bantuan terkait dengan sarana
dan prasararna sesudl perdiuran perundang-urdargar,
pengelolaan subsidi dan bantuan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Derah (APBD) untuk pendidikan
menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan
khusus, operasional dewan pendidikan dan madrasah
diniyah;

penyusunan laporan seksi;

penylapan bahan dan peiaksanaan monitoring, evaiuasi
dan pelaporan sarana prasarana pendidikan dasar dan
pengelolaan subsidi/bantuan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Derah (APBD) untuk pendidikan
menengah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan
khusus, operasional dewan pendidikan dan madrasah
diniyah; dan

pelaksanaan administrasi dan tata usaha Bidang

Sarana prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan.
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Pasal 14

(1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi
Sarana piasarana, rasiiasi dan ongomoangain <dalam
lingkup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan
pengadministrasian sarana dan prasarana sekolah dasar.

(2) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah
Pertama mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Sarana prasarana, Fasilitasi dan Pengembangan
dalam lingkup perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan
pengadiminisirasian  sarana  dan | prasarana sekoiah
menengah pertama.

(3) Kepala Seksi Fasilitasi dan Pengembangan mempunyai
tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang
sarana prasarana, fasilitasi, dan pengembangan dalam

pendataan, perencanaan, penyaluran bantuan monitoring

dan pelaporan bantuan.

Pasal 15
Penjabaran Fungsi Eselon IV ditetapkan oleh Kepala Dinas

dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV
UPTD
Pasai 16
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional
Disdik.
(2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17
Dalam melaksanakan tugasnyd, UFPID Imenyeieriggarakan
fungsi :
a. pelaksanaan tugas Dinas sesuai dengan bidang
operasionalnya;

b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional.
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Pasal 18
Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

dan Fungsi UPTD ditetapkan dalam Peraturan Bupati

Pasal 19
(1) UPTD Pendidikan terdiri dari :
a. UT1D Fendidikan 1n dan Sir,
b. UPTD SMP ;
c. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar.
(2) UPTD Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

BAB V

FTAVA AT TAT TRAT L

RELOMEPORK JABATAN FUNGOICNAL
Pasal 20
(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga
dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional

senior yang diangkat oleh Bupati.

(3] Jems jergang dan jurnian javatan fungsivnal diietapkean

oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja,

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 21
) Dajam melaksanakan iugas pokok dan fungsimya, chaia
Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan
Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah
Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai

aengarn tugas pokUKITys TISITR-TIESITIE.
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(2) Setiap pemimpin satuan = organisasi mengawasi
bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan
agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Qatine At haatothal antiine P T L Tt Thaordn AT
I LT} Pv;;LuALyLL.L WOLLUACALL L JOULLTLOUARTIL Wi m.rnbb Wi “5 Ju U
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memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

j Seitap pemmupm  satuan  vrgarnsast  mengikuil | den

—5
42
-

mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya
masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat
waktu

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan
organisasi dan bawahannya diolah dan dipergunakan
sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan
utituk memerikar peturguk kepada bawalranmrya.

(6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada
atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada
satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai

hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PLAVIDLANTIILN 114N
DALAM JABATAN

Pasal 22

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian,
Kepaia Seksi, dan Repaia UPTD diangkat den diverirerriokean
oleh Bupati dari Pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi
syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
rasai 25
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, UPTD dengan
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja yang ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini
diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan

Peraturan Bupati tentang UPTD yang baru ditetapkan.
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BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Darvenmds aens

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas darni
Kepala Bagian Organisasi tanggal 22 September 2016 Nomor
061/266/418.33/2016 perihal Usulan Pembentukan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah dan Berita Acara tanggal 26 September 2016
Nomor 061/268/418.33/2016 tentang Rapat Pembahasan
Rancangan FPeraturan Bupati Kabupaien Kedim terriang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi
serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah, dengan hasil
peserta rapat memutuskan Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi
Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta
mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai berlaku
efekti pada tatiun 2017.
Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.
Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 9 -11-2016
BUPATI KEDIRI,
HARYANTI SUTRISNO
Diundangkan di Kediri
pada tanggal 9 - 11 - 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI ,
ttd
SUPOYO

ATHTHATT T7Z ATAT TTYAMMTAAT T7TOATATTINT /MATTTTRAT AN

TOATOATYT ™ 4 F
DLMINITA UALTATI RNADUTATTIN AREAZITL 1ATIUN ZU10 INUNITUTN YU

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum

NIP. 196703071990031006
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